92}

B BB 2007

ML

| BIRO PERENCANAA' DAN HiKuM |

AT

NLFU LU s LIV

ATA, POS DAN TELEKCMUNIKAST

NOMOR ¢ KAML31,0T.001/MPPT-84.

BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

bahwa untuk menmerlancar usaha Pengembangan Kepariwisataan Nasionzl
sebagal salah satu sumber penghasilan devisa negara perlu dibentul

Badan engembangan Pariwisata Nasional.

1 Kerutusan Presiden Nomor 50 Tahun 1968
2. RKerutusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974

5. Xerwutusan Presidey Nomor 45/M Tahun 1285 ;

4, Xerutusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983
5. Kevutusan Presiden Neomor 15 Tahun 1654

5. Instruksi Presiden Nomor § Tahun 1969 ;

7. Kerutusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM, 08/0T.003/PPT-85.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG BADAN
PENCEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL,

BAB I ......



Pasal 1
Badan Pengembangan Pariwisata Nasional untuk selanjutnya disingkat
BAPPARNAS mempunyal tugas

a. mengajukan usul dan memberikan saran atas kebijaksanaan Pengem-

bangan Pariwisata Nasional ;

b. mengajukan usul dan memberikan saran tentang langkah - langkah
pelaksanaan terhadap kebijaksanzan yang telah ditetapkan ;

c. memberikan penilaian tentarg buah pikiran mengenai hal-hal yang

menyangkut Pengembangan Kepariwisataan Nasional.
Pasal 2
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, BAPPARNAS mem

punya: fungsi sebagal forum kousultatif bagi Menteri Pariwisata,

Pos dan Telekomunikasi.

EAB II

. SUSUNAN KEANGCOTAAN DAN TATA KERJA
Pasal 3
BAPPARNAS adalah merupakan forum konsultatif untuk membantu Menteri

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi disamping aparatur fungsional

yang ada dengan susunan.keanggotaan sebagai berikut :

a. Menteri.....



xetua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua Ii

Anggota

C

N

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

1

Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Teleko-

_ozitur Jenderal Pariwilsata.
1. Guberrivr Bank Indonesia

2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Xeuangan
1. Direktur Jenderal Imigrasi
5. Direktur Jenderal P U C D

6. Direktur Jenderal Perhtbungan Udara

7. Direktur Jenderal Konsuler dan Protokol

8. Direktur Jenderal Industri Kecil

9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
10. Seorang Pejabat dari Departemen HANKAM
11. Direktur Utama PT. Garuda
12, Ketua 1N ACA
15, Ketva Ummm AS I TA
14, Ketuwa Unun P HH R I
15. Tokoh masvarakat dari I'TW Balza
16. Tokoh masvarakat dari [TW Jaws Timur
17. Tokoh masvarakat dari ['TW Jawa Tengah
Tokoh masvarakat dari [TW Yogyexarta
. Tokoh ma
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Tokoh masvarckat dari ITW Sumatera lltara

22. Tokoh masvarakat dari DTW Sumaiera Barat

25, Tokoh masvarakat dari DTW Sulawssi Utara

24. Tokoh masvaraket dari DTW Sulawesi Selatan

25. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pariwilsata

Pos dan Telekomunikasi, merangkap Sekretaris.

Penambahan tokoh-tokoh masyarakat dari DTW vang baru atau daerah-daerah lainnya

akan disesuaikan dengan perkembangan.

Pasal ..evvenes /



Pasal 4

<[ PPLRNAS mengadakan rapat berkala dan rapat ialnnva oooton Teli jika

clianggap perlu ;

{Z; Ropat-rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal §

Untuk kelancaran tugas BAPPARNAS perl. dibentuk Pelaksana Harian dengan Pe-

ngurus Hariannya.

Pzasal 6

Pengurus Harian bertugas

a. menampung masalah-masalah dan merumuskan saran-saran kebijaksanaan pe
mecahannya mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugas
dari BAPPARNAS ;

b membantu meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara semua pihak

yvang bergerak dibidang xepariwisataan.
Pasal 7

Susunan Keanggotiaan Pengurus Harian adalah sebagai berikut :

a. Direktur Jenderal Paviwisacla - sebagai Ketua merangkap Anggota

b. Direktur Jenderal Imigrasi - sebagai Anggota

C. Direktur Jenderal Bea dan Cukai - sebagai Anggota

d. Direktur Jenderal PUOD - sebagai Anggota

€, Kepala Biro Hukum dan Organisasi - sebagai Anggota

Departemen PARPOSTEL

f. Ketua Umum PRI - sebagai Anggota

g. Ketua Umm ASITA - sebagai Anggota

h. Seorang Pejabat dari HANKAM - sebagai Anggota

i. Seorang Pejabat dari BAKIN - sebagai Anggota

Je Sekretaris Ditjen. Pariwisata - sebagai Sekretaris I merangkap Anggota
k. Kadit Bina Pelayanan Wisata - sebagai SekretarisiIImeréngkap Anggota

Direktorat Jenderal Pariwisata



Pasal 8

Segala hiava yang diperlukan daiam melaksanakan tugas BAPPARNAS dan Pengu-
rus Harian BAPPARNAS dibebankan kepada Anggaran Departemen Pariwisata,Pos

dan Telekcmunikasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan

Keputusan ini dinyatakan tidak bterlaku.
Pesal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tgnggal : 28 September 1984.
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